
BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATi LAHAT,

Menirnbang : a. Bahwa untuk melaksanakan keterituan Pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) bersama Bupati Lahat telah menyempurnakan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 sesuai

dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

738/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lahat tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020;



b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak

beitentangan dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkari pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah

tentang APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

w  Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajakbumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

V  Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali .erakhir

dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Rl Tahun 2015 Nomor 58);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

11,



11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2012;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang oistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18.



18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5219);

19. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 16 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Admlnlstratif PImplnan dan Anggota Dewan

Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menterl Dalam

Negerl Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberlan HIbah dan bantuan sosial yang

bersumber darl Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah beberapa kail diubah terakhir dengan

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Perubahan Ketlga Atas Peraturan menterl Dalam Negerl

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011;

23. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 (Berlta

Negara Rl Tahun 2019 Nomor 90);

23.



24.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 05 Tahun 2014

tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat kepada

Bank Sumsel Babe! Cabang Lahat (Lembaran Daerah

Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 5);

25.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat

Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Tahun 2012 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Tahun 2011 Nomor 03);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Tahun 2011 Nomor 04);

BUPATI UHAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut

1. Pendapatan Daerah Rp 1.946.162.778.004,00

2. Beianja Daerah Rp 2.042.838.726.704,00

Surplus/(Defisit) Rp (96.675.948,700,00)



3. Pembiayaan Daerah

a) Penerimaan Rp 97.675.948.700,00

b) Pengeluaran Rp 1.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 96.675.948.700,00

Sisa lebih pembiayaan Rp 0,00

anggaran

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 119.670.768.419,00

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.352.545.902.340,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp 473.946.107.245,00

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah Rp 45.927.563.419,00

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 5.539.505.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp 6.500.000.000,00

d. Lain-iain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp 61.703.700.000,00

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan:

a. Dana Bagi Hasi! sejumlah Rp 359.985.371.340,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 733.625.630.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 258.934.901.000,00

(4). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp 62.541.018.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
Rp 69.505.859.245,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 341.899.230.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
Rp 0,00

Pasal 3.



Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana rtimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.158.593,801.514,00

b. Belanja Langsung sejumlah Rp 884,244.925.190,00

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
belanja:

3. Belanja Pegawai sejumlah Rp 886.830.485.988,00

b. Belanja Subsidi sejumlah Rp 00,00

c. Belanja Hibah sejumlah Rp 10.757.100.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 400.000.000,00

^  e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai
Politik sejumlah Rp 5.146.706.900,00

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahai i Desa
sejumlah Rp 452.459.508.626,00

g. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 3.000.000.000,00

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 37.100.053.040,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 560.612.248.150,00

c. Belanja Modal sejumlah Rp 286.532.624.000,00

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 97.675.948.700,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp 1.000.000.000,00

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah
Rp 8.653.000.000,00

b. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 89.022.948.700,00

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 1.000.000.000,00

b. Pembayaran Utang sejumlah Rp 00,00

Pasal 5.



Pasal 5

Kriteria darurat dan mendesak dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat
dan belanja untuk kepentingan mendesak antara lain :

a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan oleh keadaan darurat.

1. Lampiran

2. Lampiran

3. Lampiran

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati, terdiri dari ;

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,dan
Organisasi;

Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta
Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek dan

rincian objek;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Daerah;.

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kemball dalam tahun

anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII

13. Lampiran XII

Pasal 7.



Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

DItetapkan di Lahat

pada tanggal Desertiber 2019

BUPATI LAH/^

CIKUJANG

Diundangkan di Lahat

pada tanggal l? Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

JANUARSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA

SELATAN :(5-160/2(3ip)


